
PERATURAN BUPATI SUBANG 

NOMOR : 32 TAHUN 2016 

TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SUBANG, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 Peraturan 
Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Subang, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Subang tentang Susunan Organisasi Dinas Kabupaten 
Subang. 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah 
diubah derigan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta 
dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1968 Nomor 31 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2851) ; 

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 5494) ; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Ncimor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 5679) ; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 5887) ; 



5. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7). 

M E M U T U S K A N : 

Menetapkan ; PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI 
PERANGKAT DAERAH DINAS. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan in i yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Subang ; 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Subang; 

3. Bupati adalah Bupati Subang ; 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang 
yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga 
perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ; 

5. Perangkat Daerah Kabupaten Subang adalah unsur 
pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Daerah 
Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 
Kabupaten • 

6. Dinas adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah ; 

7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT 
adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional 
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu ; 

8. Tugas Pembantu an adalah penugasan dari 
Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk 
melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari 
Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah 
kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah provinsi ; 

9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden 
yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian 
Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah 
untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan 
menyejahterakan masyarakat; 



10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri 
Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang 
dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai 
dengan profesinya dalam rangka mendukung 
kelancaran tugas pokok Dinas. 

BAB II 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Pertama 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasal 2 

(1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan 
dibidang Pendidikan ; 

> 

(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf 2 
Susunan Organisasi 

Pasal 3 

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri atas : 
a. Kepala Dinas ; 
b. Sekretariat, membawahkan : 

1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan 
BMD ; 

2. Sub Bagian Umum dan kepegawaian ; 
3. Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas 

Pembantuan. 
c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non 

Formal, membawahkan : 
1. Seksi Kurikulum dan Penilaian ; 
2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; 
3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan 

Karakter. 
d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, 

membawahkan : 
1. Seksi Kurikulum dan Penilaian ; 
2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; 
3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan 

Karakter. 
e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, 

membawahkan : 
1. Seksi Kurikulum dan Penilaian ; 
2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; 



f. Bidang Kebudayaan, membawahkan : 
1. Seksi Cagar Budaya dan Kepurbakalaan ; 
2. Seksi Sejarah dan Tradisi ; 
3. Seksi Kesenian. 

g. Bidang Pembinaan ketenagaan membawahkan : 
1. Seksi PTK PAUD dan pendidikan Non Formal ; 
2. Seksi PTK Pendidikan Dasar ; 
3. Seksi Tenaga Kebudayaan. 

h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah ; 

i . Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan in i . 

Bagian Kedua 

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 

Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal 4 

(1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan 
dibidang pariwisata, Pemuda dan Olah Raga ; 

(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf 2 

Susunan Organisasi 

Pasal 5 

(1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas : 

a. Kepala Dinas ; 
b. Sekretariat, membawahkan : 

1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan 
Pelaporan. 

2. Sub Bagian Umum dan kepegawaian; 
3. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah. 

c. Bidang Destinasi dan Produk Pariwisata, 
membawahkan : 
1. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata ; 
2. Seksi Pengembangan SDM Kepariwisataan dan 

Pemberdayaan Masyarakat serta IT ; 
3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Potensi 

Pariwisata. 



d. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahkan : 
1. Seksi Promosi Pariwisata ; 
2. Seksi Kemitraan Kelembagaan Pariwisata ; 
3. Seksi Publisitas dan Pencitraan Pariwisata. 

e. Bidang Kepemudaan, membawahkan : 
1. Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan 

Kejuangan Pemuda ; 
2. Seksi Kewirausahaan Pemuda ; 
3. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda. 

f. Bidang Keolahragaan, membawahkan : 
1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Bakat ; 
2. Seksi Pengembangan Olah Raga di 

Masyarakat; 
3. Seksi Pengembangan Tenaga Keolahragaan. 

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah ; 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 
Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan in i . 

Bagian Ketiga 

Dinas Kesehatan 

Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal 6 

Dinas adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan 
dibidang kesehatan ; 

Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf 2 

Susunan Organisasi 

Pasal 7 

Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas : 

a. Kepala Dinas ; 

b. Sekretariat, membawahkan : 
1. Sub Bagian Program dan Informasi; 
2. Sub Bagian Keuangan dan BMN ; 
3. Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum. 

c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan : 
1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Giz i ; 
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3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja 
dan OR. 

d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 
membawahkan : 
1. Seksi Surveilans dan Imunisasi ; 
2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

Menular ; 
3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

Tidak Menular dan Keswa. 

e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan : 
1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan 

Tradisional ; 
2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan 

Khusus; 
3. Seksi Fansilitas Pelayanan Kesehatan dan 

Peningkatan Mutu. 

f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan : 
1. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan ; 
2. Seksi Pembiayaan Kesehatan ; 
3. Seksi SDM Kesehatan. 

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah ; 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan ini . 

Bagian Keempat 

Dinas Perhubungan 

Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal 8 

(1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan 
dibidang perhubungan ; 

(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf 2 

Susunan Organisasi 

Pasal 9 

(1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas : 

a. Kepala Dinas ; 

b. Sekretariat, membawahkan : 



1. Sub Bagian Perencanaan, Umum dan 
Kepegawaian ; 

2. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah. 
c. Bidang Angkutan, membawahkan: 

1. Seksi Angkutan Darat ; 
2. Seksi Angkutan Laut ; 
3. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor. 

d. Bidang Lalu Lintas, membawahkan : 
1. Seksi Pengendalian Operasional ; 
2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas ; 
3. Seksi Bimbingan Keselamatan dan 

Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas. 

e. Bidang Teknik Sarana, membawahkan : 
1. Seksi Sarana Prasarana Lalu Lintas ; 
2. Seksi Parkir ; 
3. Seksi Terminal. 

f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah ; 

g. Kelompok Jabatan Fungsional 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan ini . 

Bagian Kelima 

Dinas Komunikasi dan Informatika 

Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal 10 

(1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan 
dibidang komunikasi, informatika, persandian dan 
statistik ; 

(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf 2 

Susunan Organisasi 

Pasal 11 

(1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas : 

a. Kepala Dinas ; 

b. Sekretariat, membawahkan : 
1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan 

Pelaporan ; 
2. Sub Bagian Umum dan kepegawaian ; 
3. Sub Baffian Keuanean dan Baraner Daerah. 



c. Bidang Pengelolaan Informasi Publik, 
membawahkan : 
1. Seksi Pengelolaan Informasi Publik ; 
2. Seksi Pengelolaan Opini Publik ; 
3. Seksi Media Publik. 

d. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, 
membawahkan ; 
1. Seksi Layanan Informasi Publik ; 
2. Seksi Hubungan An tar Lembaga ; 
3. Seksi Kemitraan Komunikasi Publik. 

e. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, 
membawahkan : 
1. Seksi Infrastruktur dan Teknologi ; 
2. Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem 

Informasi; 
3. Seksi Keamanan Informasi dan 

Telekomunikasi. 

f. Bidang Layanan e-Government, membawahkan : 
1. Seksi Pengembangan Apl ikasi ; 
2. Seksi Pengembangan Ekosistem 

e-Government; 
3. Seksi Tata Kelola e-Government. 

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah ; 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 
(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana 

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan ini . 

Bagian Keenam 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal 12 

(1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan 
dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang ; 

(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf 2 

Susunan Organisasi 

Pasal 13 

(1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas : 

a. Kepala Dinas ; 



b. Sekretariat, membawahkan : 
1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan 

Pelaporan ; 
2. Sub Bagian Umum dan kepegawaian ; 
3. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah. 

c. Bidang Bina Marga, membawahkan : 
1. Seksi Pembangunan Jalan ; • 
2. Seksi Pembangunan Jembatan ; 
3. Seksi Bangunan Pelengkap. 

d. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan : 
1. Seksi Pembangunan Irigasi ; 
2. Seksi Pembangunan Bendung dan Bangunan 

Pelengkap ; 
3. Seksi bina Manfaat. 

e. Bidang Cipta Karya, membawahkan : 
1. Seksi Bangunan Gedung ; 
2. Seksi Penyehatan Lingkungan ; 
3. Seksi Tata Kota dan Pertamanan. 

f. Bidang Penataan Ruang, membawahkan: 
1. Seksi Penataan Ruang Kawasan Perkotaan ; 
2. Seksi Penataan Ruang Kawasan Strategis ; 
3. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata 

Ruang. 

g. Bidang Pemeliharaan, membawahkan : 
1. Seksi Pemeliharaan Bina Marga ; 
2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya 

Air ; 
3. Seksi Pemeliharaan dan Bina Manfaat Cipta 

Karya ; 
h. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, 

membawahkan : 
1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bina 

Marga ; 
2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber 

Daya Air ; 
3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Cipta 

Karya. 

i . Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas daerah ; 

j . Kelompok Jabatan Fungsional. 

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan ini . 



Bagian Ketujuh 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal 14 

(1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan 
dibidang perumahan dan kawasan permukiman ; 

(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf 2 

Susunan Organisasi 

Pasal 15 , 

(1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas : 

a. Kepala Dinas ; 

b. Sekretariat, membawahkan : 
1. Sub Bagian Perencanaan, Umum dan 

kepegawaian ; 
2. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah. 

c. Bidang Perumahan, membawahkan : 
1. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan 

Perumahan ; 
2. Seksi Pengadaan dan Penyuluhan Perumahan ; 
3. Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Investasi 

Perumahan. 

d. Bidang Kawasan Permukiman, membawahkan : 
1. Seksi Penyediaan dan Pengembangan Kawasan 

Permukiman ; 
2. Seksi Penataan, Penyuluhan dan Pemeliharaan 

Kawasan Permukiman ; 
3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kawasan 

Permukiman. 

e. Unit Pelaksana Tenis (UPT) Dinas Daerah ; 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan in i . 

I 



Bagian Kedelapan 

Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian 

Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal 16 

(1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan 
dibidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan 
Perindustrian ; 

(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf 2 

Susunan Organisasi 

Pasal 17 

(1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, UMKM, 
Perdagangan dan Perindustrian, terdiri atas : 

a. Kepala Dinas ; 

b. Sekretariat, membawahkan : 
1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan 

Pelaporan ; 
2. Sub Bagian Umum dan kepegawaian ; 
3. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah. 

c. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, 
membawahkan : 
1. Seksi Manajemen Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah ; 
2. Seksi Pemasaran dan Kemitraan UMKM ; 
3. Seksi Pemberdayaan dan Pembiayaan UMKM. 

d. Bidang Koperasi, membawahkan : 
1. Seksi Kelembagaan dan Diklat Koperasi; 
2. Seksi Pengembangan Usaha Koperasi; 
3. Seksi Pengawasan Koperasi. 

e. Bidang Perindustrian, membawahkan : 
1. Seksi Industri Kecil dan Menengah ; 
2. Seksi Teknologi Industri dan Produksi; 
3. Seksi Pengembangan dan Pengawasan Industri. 

f. Bidang Perdagangan, membawahkan : 
1. Seksi Promosi, Pengadaan, Penyaluran dan 

Perdagangan dalam Negeri ; 
2. Seksi Bimbingan Usaha, Sarana dan 

Perdagangan Luar Negeri ; 
3. Seksi Perlindungan Konsumen dan 

Kemetrologian. 



g. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahkan : 
1. Seksi Retribusi ; 
2. Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan 

Pasar; 
3. Seksi Pengawasan dan Pengembangan Pasar. 

h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah ; 

i . Kelompok Jabatan Fungsional 
(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana 

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan in i . 

Bagian Kesembilan 
Dinas Pertanian 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasal 18 > 

(1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan 
dibidang pertanian ; 

(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf 2 
Susunan Organisasi 

Pasal 19 

(1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas : 
a. Kepala Dinas ; 
b. Sekretariat, membawahkan : 

1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan 
Pelaporan ; 

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; 
3. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah. 

c. Bidang Tanaman Pangan, membawahi : 
1. Seksi Serealia ; 
2. Seksi Aneka Kacang dan U m b i ; 
3. Seksi Pengelolaan dan Pemasaran Basil 

Tanaman Pangan. 
d. Bidang Tanaman Hortikultura, membawahkan : 

1. Seksi Buah-buahan dan Tanaman Bias ; 
2. Seksi Sayuran dan Biofarmaka ; 
3. Seksi Pengelolaan dan Pemasaran Basil 

Tanaman Hortikultura. 



e. Bidang Perkebunan, membawahkan : 
1. Seksi Produksi; 
2. Seksi Pengembangan dan Pengendalian ; 
3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil 

Tanaman Perkebunan. 
f. Bidang Penyuluhan dan Sumber Daya , 

membawahkan : 
1. Seksi Penyuluhan Pertanian ; 
2. Seksi Sarana dan Prasarana ; 
3. Seksi Sumber Daya dan Pembiayaan. 

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah ; 
h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan in i . 

Bagian Kesepuluh 

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal 20 

(1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan 
dibidang peternakan dan Kesehatan Hewan ; 

(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf 2 

Susunan Organisasi 

Pasal 21 

(1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas : 

a. Kepala Dinas ; 

b. Sekretariat, membawahkan : 
1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan 

Pelaporanm ; 
2. Sub Bagian Umum dan kepegawaian ; 
3. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah. 

c. Bidang Produksi, membawahkan : 
1. Seksi Perbibitan ; 
2. Seksi Pakan Ternak ; 
3. Seksi Budidaya. 



d. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet, 
membawahkan : 
1. Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit 

Hewan ; 
2. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 

Hewan ; 
3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner. 

e. Bidang Pengembangan Usaha, membawahkan: 
1. Seksi Fasilitasi Usaha dan Investasi ; 
2. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan ; 
3. Seksi Distribusi dan Pemasaran basil. 

f. Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, 
membawahi : 
1. Seksi Prasarana dan Sarana ; 
2. Seksi Kelembagaan ; 
3. Seksi Data dan Informasi. 

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas daerah ; 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan ini . 

Bagian Kesebelas 

Dinas Ketahanan Pangan 

Paragraf1 

Kedudukan 

Pasal 22 

(1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan 
dibidang pangan ; 

(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf 2 

Susunan Organisasi 

Pasal 23 

(1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari : 

a. Kepala Dinas ; 

b. Sekretariat, membawahkan : 
1. Sub Bagian Perencanaan, Umum dan 

Kepegawaian ; 
2. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah. 

I 



c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, 
membawahkan : 
1. Seksi Ketersediaan Pangan ; 
2. Seksi Sumber Daya Pangan ; 
3. Seksi Kerawanan Pangan. 

d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, 
membawahkan : 
1. Seksi Distribusi Pangan ; 
2. Seksi Harga Pangan ; 
3. Seksi Cadangan Pangan. 

e. Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan 
Keamanan Pangan, membawahkan : 
1. Seksi Penganekaragaman Pangan ; 
2. Seksi Konsumsi pangan ; 
3. Seksi Keamanan Pangan. 

f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas daerah ; 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan ini . 

Bagian Keduabelas 

Dinas Perikanan 

Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal 24 

(1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan 
dibidang perikanan ; 

(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf 2 
Susunan Organisasi 

Pasal 25 

(1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas : 

a. Kepala Dinas ; 

b. Sekretariat, membawahkan : 
1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan 

Pelaporan ; 
2. Sub Bagian Umum dan kepegawaian ; 
3. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah. 

I 



c. Bidang Pengendalian Sumber Daya Perikanan, 
membawahkan : 
1. Seksi Perlindungan Sumber Daya Ikan ; 
2. Seksi Perlindungan Mutu Produk Perikanan ; 
3. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan. 

d. Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan : 
1. Seksi Sarana Penangkapan Ikan ; 
2. Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI ; 
3. Seksi Pemberdayaan Nelayan. 

e. Bidang Perikanan Budidaya Air Payau, 
membawahkan : 
1. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air 

Payau ; 
2. Seksi Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Air 

Payau ; 
3. Seksi Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Air 

Payau. , 

f. Bidang Perikanan Budidaya Air Tawar, 
membawahkan : 
1. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air 

Tawar ; 
2. Seksi Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Air 

Tawar ; 
3. Seksi Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Air 

Tawar. 

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas daerah ; 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan ini . 

Bagian Ketigabelas 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal 26 

(1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan 
dibidang admininstrasi kependudukan dan 
pencatatan s ip i l ; 

(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. 



Paragraf 2 

Susunan Organisasi 

Pasal 27 

(1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas : 

a. Kepala Dinas ; 

b. Sekretariat, membawahkan : 
1. Sub Bagian Perencanaan ; 
2. Sub Bagian Umum dan kepegawaian ; 
3. Sub Bagian Keuangan. 

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, 
membawahkan : 
1. Seksi Identitas Penduduk ; 
2. Seksi Pindah Datang Penduduk ; 
3. Seksi Pendataan Penduduk. 

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, 
membawahkan : 
1. Seksi Kelahiran ; 
2. Seksi Perkawinan dan Perceraian ; 
3. Seksi Perubahan Status Anak, 

Pewarganegaraan dan Kematian. 

e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi 
Kependudukan, membawahkan : 
1. Seksi Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan ; 
2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data 

Kependudukan ; 
3. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia 

Teknologi Informasi Komunikasi. 

f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, 
membawahkan : 
1. Seksi Kerjasama ; 
2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen 

Kependudukan ; 
3. Seksi Inovasi Pelayanan. 

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas daerah ; 

h . Kelompok Jabatan Fungsional. 
(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana 

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan ini . 



Bagian Keempatbelas 

Dinas Sosial 

Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal 28 

(1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan 
dibidang sosial; 

(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf 2 

Susunan Organisasi 

Pasal 29 

(1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas : > 
a. Kepala Dinas ; 
b. Sekretariat, membawahkan : 

1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan 
Pelaporanm ; 

2. Sub Bagian Umum dan kepegawaian ; 
3. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah. 

c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, 
membawahkan : 
1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Tindak 

Kekerasan dan Pekerja Migran ; 
2. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana ; 
3. Seksi Penyelenggaraan Jaminan Sosial. 

d. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan : 
1. Seksi Penanganan Fakir Miskin ; 
2. Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Adat 

Terpencil ; 
3. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan 

Kesejahteraan Sosial. 

e. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan : 
1. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang 

Disabilitas ; 
2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak 

dan Lanjut Usia ; 
3. Seksi Rehabilitasi Sosial dan Korban Napza, 

f. Bidang Pembinaan Kesejahteraan Sosial, 
membawahkan : 
1. Seksi Pembinaan Sumber Dana Sosial dan 

Data Kesejahteraan Sosial ; 
2. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan 

Kesejahteraan Sosial ; 



3. Seksi Pelestarian Nilai Kepahlawanan 
Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial. 

g. Un i t Pelaksana Teknis (UPT) dinas daerah ; 

h . Kelompok Jabatan Fungsional . 

(2) Bagan S t r u k t u r Organisasi Dinas sebagaimana 
t e r can tum da lam lampi ran , merupakan bagian yang 
t idak terp isahkan dar i Peraturan i n i . 

Bagian Kelimabelas 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal 30 

(1) Dinas adalah u n s u r pelaksana u rusan Pemerintahan 
dib idang ketenagakerjaan dan transmigras i dan 
Per industr ian ; 

(2) Dinas d ip imp in oleh seorang Kepala Dinas yang 
berada d ibawah dan bertanggungjawab kepada 
Bupa t i me la lu i Sekretaris Daerah. 

Paragraf 2 

Susunan Organisasi 

Pasal 31 

(1) Susunan Organisasi Dinas, t e rd i r i atas : 

a. Kepala Dinas ; 

b. Sekretariat, membawahkan : 
1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan 

Pelaporanm ; 
2. Sub Bagian U m u m dan kepegawaian ; 
3. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah. 

c. B idang Pelatihan dan Produktiv i tas Tenaga Kerja, 
membawahkan : 
1. Seksi Pelatihan dan Produktiv i tas Tenaga 

Kerja ; 
2. Seksi Standarisasi Serti f ikasi dan 

Pemagangan ; 
3. Seksi Pembinaan Lembaga Pelatihan Tenaga 

Kerja Swasta. 

d. B idang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja, 
membawahkan : 
1. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja ; 
2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja ; 
3. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja. 



e. Bidang Pembmaan dan Per l indungan 
Ketenagakeijaan, membawahkan : 
1. Seksi Hubungan Indus t r i a l dan Jam inan Sosial 

Tenaga Kerja ; 
2. Seksi Kelembagaan Hubungan Indus t r i a l dan 

Syarat Kerja ; 
3. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Indust r ia l . 

f. B idang Transmigrasi , membawahkan : 
1. Seksi Penyiapan dan Seleksi ; 
2. Seksi Pengerahan dan Penempatan ; 
3. Seksi Pembinaan dan Kerjasama An tar Daerah. 

g. B idang Energi dan Sumber Daya Mineral , 
membawahkan : 
1. Seksi Geologi ; 
2. Seksi Energi B a r u Terbarukan dan Konservasi 

Energi ; 
3. Seksi Pengawasan. 

h . U n i t Pelaksana Teknis (UPT) d inas daerah ; 

i . Kelompok Jabatan Fungsional . 

Bagan S t r u k t u r Organisasi Dinas sebagaimana 
t e r can tum da lam l amp i ran yang merupakan bagian 
t idak terp isahkan dar i Peraturan i n i . 

Bagian Keenambelas 

Dinas L ingkungan H idup 

Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal 32 

Dinas adalah u n s u r pelaksana u rusan Pemerintahan 
dib idang l ingkungan h i d u p dan kehutanan ; 

Dinas d ip imp in oleh seorang Kepala Dinas yang 
berada d ibawah dan bertanggungjawab kepada 
Bupa t i me la lu i Sekretaris Daerah. 

Paragraf 2 

Susunan Organisasi 

Pasal 33 

Susunan Organisasi Dinas, te rd i r i dar i : 

a. Kepala Dinas ; 

b. Sekretariat, membawahkan : 
1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan 

Pelaporan ; 
2. Sub Bagian U m u m dan kepegawaian ; 
3. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah. 



b. Bidang Tata Lingkungan Hidup, membawahkan : 
1. Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS ; 
2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup ; 
3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup. 

c. Bidang Pengelolaan Sampah, Kebersihan dan 
Limbah B3, membawahkan : 
1. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 ; 
2. Seksi Angkutan Sampah ; 
3. Seksi Sarana dan Prasarana. 

d. Bidang Pengendaiian, Pencemaran dan Kerusakan 
Lingkungan Hidup, membawahkan : 
1. Seksi Pematauan Lingkungan ; 
2. Seksi Pencemaran Lingkungan ; 
3. Seksi Kerusakan Lingkungan. 

e. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas 
Lingkungan Hidup, membawahkan : 
1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa 

Lingkungan ; 
2. Seksi Penegakan Hukum ; 
3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan 

Hidup. 

f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas daerah ; 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan ini . 

Bagian Ketujuhbelas 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Paragraf1 
Kedudukan 

Pasal 34 

(1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan 
dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa ; 

(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf 2 

Susunan Organisasi 

Pasal 35 

(1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari : 

a. Kepala Dinas ; 

b. Sekretariat, membawahkan : 



1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan 
Pelaporan ; 

2. Sub Bagian Umum dan kepegawaian ; 
3. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah. 

c. Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan, 
membawahkan : 
1. Seksi Tata Pemerintahan Desa/ Kelurahan ; 
2. Seksi Administrasi Pengelolaan keuangan dan 

Barang Daerah Desa/Kelurahan ; 
3. Seksi Penataaan dan pengembangan Desa 

/Kelurahan. 

d. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan 
Partisipasi Masyarakat, membawahkan : 
1. Seksi Penguatan Lembaga Kemasyarakatan ; 
2. Seksi Pengembangan dan Partisipasi 

masyarakat Desa/Kelurahan ; 
3. Seksi Pemberdayaan Lembaga Adat dan 

Pengembangan Sosial Budaya. 

e. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi 
Masyarakat, membawahkan : 
1. Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat; 
2. Seksi Bina Pemasaran Produk Hasil Usaha 

Masyarakat; 
3. Seksi Pengembangan Kesejahteraan dan 

Keswadayaan Masyarakat. 

f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan 
Teknologi Tepat Guna, membawahkan : 
1. Seksi Fasilitasi Pemanfaatan Potensi Alam ; 
2. Seksi Fasilitasi Sarana Prasarana 

Desa/Kelurahan ; 
3. Seksi Kerjasama Teknologi Pedesaan dan 

Teknologi Tepat Guna. 

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas daerah ; 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan in i . 

Bagian Kedelapanbelas 

Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak 

Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal 36 

(1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan 
dibidang pengendalian penduduk, keluarga 
berencana, pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak ; 



(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf 2 

Susunan Organisasi 

Pasal 37 

(1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari : 

a. Kepala Dinas ; 

b. Sekretariat, membawahkan: 
1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan 

Pelaporan ; 
2. Sub Bagian Umum dan kepegawaian ; 
3. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah. 

c. Bidang Pengendalian PenduduK, Advokasi, KIE 
dan Penggerakan, membawahkan : 
1. Seksi Advokasi dan Penggerakan ; 
2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB 

dan Institusi Masyarakat Pedesaan ; 
3. Seksi Pengendalian Penduduk, Pengelolaan 

Data, Pelaporan Rutin dan Informasi. 

d. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan : 
1. Seksi Pengelolaan dan Distribusi Alokon ; 
2. Seksi Jaminan Pelayanan KB ; 
3. Seksi Bina Kesertaan KB dan Peningkatan 

Kesertaan Ber-KB ; 

e. Bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga, 
membawahkan : 
1. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak 

dan Lansia ; 
2. Seksi Bina Ketahanan Remaja ; 
3. Seksi Bina Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. 

f. Bidang Pemberdayaan Perempuan, 
membawahkan : 
1. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan 

dan Pengelolaan Data Informasi Gender ; 
2. Seksi Perlindungan Hak Hukum bagi 

Perempuan dan Pengarustamaan Gender ; 
3. Seksi Pembinaan dan Kerjasama Kelembagaan 

Organisasi Perempuan. 

g. Bidang Perlindungan Anak, membawahkan : 
1. Seksi Perlindungan Hak dan Hukum bagi 

Anak ; 
2. Seksi Pembinaan dan Kerjasama Kelembagaan 

Perlindungan Anak ; 
3. Seksi Sinkronisasi Kebijakan Perlindungan 

Anak dan Pengelolaan Data Informasi Anak. 



h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas daerah ; 

i . Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Stmktur Organisasi Dinas sebagaimana 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan ini . 

Bagian Kesembilanbelas 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu 

^ Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal 38 

(1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan 
dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu ; 

(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf 2 

Susunan Organisasi 

Pasal 39 

(1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas : 

a. Kepala Dinas ; 
b. Sekretariat, membawahkan : 

1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan 
Pelaporan ; 

2. Sub Bagian Umum dan kepegawaian ; 
3. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah. 

c. Bidang Pengembangan, membawahkan : 
1. Seksi Pengembangan Penanaman Modal dan 

Perizinan ; 
2. Seksi Deregulasi Penanaman Modal dan 

Perizinan ; 
3. Seksi Pengembangan Sistem Informasi. 

d. Bidang Penanaman Modal dan Promosi, 
membawahkan : 
1. Seksi Fasilitasi Investasi ; 
2. Seksi Promosi Penanaman Modal ; 
3. Seksi Kerjasama Penanaman Modal. 

e. Bidang Perizinan, membawahkan : 
1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ; 
2. Seksi Pengolahan, Penerbitan Perizinan dan 

Non Perizinan ; 



3. Seksi Pengelola Dokumentasi Perizinan dan 
Non Perizinan. 

f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, 
membawahkan : 
1. Seksi Pemantauan, Pembinaan dan 

Pengawasan ; 
2. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Masalah ; 
3. Seksi Pengolahan Data, Evaluasi dan 

Pelaporan. 

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas daerah ; 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan ini . 

Bagian Keduapuluh 

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah 

Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal 40 

(1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan 
dibidang kearsipan dan perpustakaan ; 

(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf 2 

Susunan Organisasi 

Pasal 41 

(1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas ; 

a. Kepala Dinas ; 

b. Sekretariat, membawahkan : 
1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan 

Pelaporan ; 
2. Sub Bagian Umum dan kepegawaian ; 
3. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah. 

c. Bidang Pembinaan Kearsipan dan Perpustakaan, 
membawahkan : 
1. Seksi Pembinaan Kearsipan Perangkat Daerah 

dan BUMD ; 
2. Seksi Pembinaan Perpustakaan ; 
3. Seksi Pembinaan Kearsipan 

Ormas/Orpol/Desa dan Kelurahan. 

I 



d. Bidang Layanan Arsip dan Perpustakaan, 
membawahkan : 
1. Seksi Layanan Pemanfaatan Arsip ; 
2. Seksi Layanan Perpustakaan ; 
3. Seksi Sistem Informasi Kearsipan dan 

Perpustakaan, 

e. Bidang Pengelolaan Arsip, membawahkan : 
1. Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis ; 
2. Seksi Akuisisi dan Pengolahan Arsip Statis ; 
3. Seksi Preservasi Arsip. 

f. Bidang Pengelolaan Perpustakaan dan 
Peningkatan Minat Baca, membawahkan : 
1. Seksi Peningkatan Minat Baca ; 
2. Seksi Akuisisi dan Pengolahan Bahan 

Pustaka ; 
3. Seksi Deposit Bahan Pustaka. ' 

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas daerah ; 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 
(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana 

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan in i . 

Bagian Keduapuluhsatu 

Satuan Polisi Pamong Praja Daerah 

Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal 42 

(1) Satuan merupakan unsur pendukung tugas 
Pemerintah Daerah di bidang Pembinaan 
Ketentraman dan Ketertiban umum serta 
perlindungan masyarakat; 

(2) Satuan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf 2 
Susunan Organisasi 

Pasal 43 

(1) Susunan Organisasi, terdiri dari : 
a. Kepala Satuan ; 
b. Sekretariat, membawahkan : 

1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan 
Pelaporan ; 

2. Sub Bagian Umum dan kepegawaian ; 



c. Bidang Penegakan Perundang-undangan, 
membawahkan : 
1. Seksi Hubungan Antar Lembaga ; 
2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan ; 
3. Seksi Pengawasan dan Penindakan. 

d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman 
Masyarakat, membawahkan : 
1. Seksi Kewaspadaan Dini ; 
2. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman 

Masyarakat; 
3. Seksi Pengendalian dan Operasi ; 

e. Bidang Perlindungan Masyarakat, 
membawahkan : 
1. Seksi Data dan Informasi ; 
2. Seksi Pembinaan Satuan Perlindungan 

Masyarakat; 

3. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi. 

f. Bidang Pembinaan, membawahkan : 
1. Seksi Pembinaan Sumber Daya Aparatur ; 
2. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan ; 
3. Seksi Bina Potensi Masyarakat. 

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas daerah ; 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Satuan sebagaimana 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan in i . 

Bagian Keduapuluhdua 
Dinas Pemadam Kebakaran dan 

Penanggulangan Bencana 
Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasal 44 

(1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan 
dibidang Pemadam Kebakaran dan 
Penanggulangan Bencana ; 

(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf 2 

Susunan Organisasi 

Pasal 45 

(1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas : 



1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan 
Pelaporan ; 

2. Sub Bagian Umum dan kepegawaian ; 
3. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah. 

c. Bidang Pencegahan, membawahkan : 
1. Seksi Pembinaan dan Pelatihan ; 
2. Seksi Inspeksi Proteksi ; 
3. Seksi Kerjasama dan Pemberdayaan 

Masyarakat. 

d. Bidang Pemadaman dan Penyelamatan, 
membawahkan : 
1. Seksi Pengendali Operasi dan komunikasi ; 
2. Seksi Pemadaman dan Investigasi ; 
3. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi. 

e. Bidang Penanggulangan Bencana, 
membawahkan : 
1. Seksi Mitigasi Bencana ; ^ 
2. Seksi Tanggap Darurat Bencana ; 
3. Seksi Rekonstruksi dan Rehabilitasi; 

f. Bidang Logistik dan Sarana Prasarana, 
membawahkan : 
1. Seksi Pergudangan dan Logistik ; 
2. Seksi Sarana dan Prasarana Teknis ; 

' 3. Seksi Pemeliharaan, Perawatan Sarana dan 
Prasarana. 

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas daerah ; 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan ini . 

BAB 111 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 46 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas Pokok dan Fungsi 
Perangkat Daerah Kabupaten Subang diatur dalam 
Peraturan Bupati. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 47 

Peraturan in i mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 



Agar setiap orang mengetahuinya, memenntahkan 
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Subang. 

Diundangkan di Subang 
pada t a 3 ^ i | ^ ^ ^ p e m b e r 2016 

HMAN. M.Si 
Madya (IV/d) 

'14 1985031 009 

Ditetapkan d i ^ ^ ^ 
pada t a n g ^ ^ ^ l ^ s ^ ^ r 2016 

BIJP^I-^BANG, 

W 
Hj. IMASWft^MNINGSIH 

BERITA 
DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2016 NOMOR: 52 SERI 

PARAF KOORDiNASI 

Sekda Kab, Subang 

AsistenAdm. dan 

Pembinaan Apsratur 

Kabag Hukum dan HAM 

1 Setda Kab. Subang 
• , . . . 

\a Bagian Organisasi 

• Setda Kab. Subang f 



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN 
DINAS PENDIDIKAN DAN 

KEBUDAYAAN 
KABUPATEN SUBANG 

PERATURAN BUPATI SUBANG 
NOMOR : 32 T M U N 2016 
TANGGAL : 23 NOPEMBBPw 2016 
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI 

PERANGKAT DAERAH 
DINAS PENDIDIKAN, 
KEBUDAYAAN 

KEPALA DINAS 

SEKRETARIAT 

SUB BAGIAN 
PERENCANAAN, 

KEUANGAN 
DAN BMD 

SUB BAGIAN 
UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN 
PENYELENGGA 
RAAN TUGAS 

PEMBANTUAN 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

B IDANG 
PEMBINAAN 
PAUD DAN 

PENDIDIKAN 
NON FORMAL 

B IDANG 
PEMBINAAN 

SEKOLAH 
DASAR 

SEKSI 
KURIKULUM 

DAN PENILAIAN 

SEKSI 
KELEMBAGAAN 
DAN SARANA 
PRASARANA 

SEKSI 
PESERTA DIDIK 

DAN 
PEMBANGUNAN 

KARAKTER 

SEKSI 
KURIKULUM 

DAN PENILAIAN 

SEKSI 
KELEMBAGAAN 

DAN SARANA 
PRASARANA 

SEKSI 
PESERTA DIDIK 

DAN 
PEMBANGUNAN 

KARAKTER 

B IDANG 
PEMBINAAN 

SEKOLAH 
MENENGAH 

PERTAMA 

B IDANG 
KEBUDAYAAN 

SEKSI 
KURIKULUM 

DAN 
PENILAIAN 

SEKSI 
KELEMBAGAAN 

DAN SARANA 
PRASARANA 

SEKSI 
PESERTA DIDIK 

DAN 
PEMBANGUNAN 

KARAKTER 

B IDANG 
PEMBINAAN 

DAN 
KETENAGAAN 

SEKSI 
CAGAR BUDAYA 

DAN 
KEPURBAKALAA^ 

SEKSI 
SEJARAH 

DAN 
TRADISI 

SEKSI 
GURU DAN 

TENAGA 
KEPENDIDIKAN 

SMP 

SEKSI 
PTK PAUD DAN 
PENDIDIKAN 
NON FORMAL 

SEKSI 
PTK 

PENDIDIKAN 
DASAR 

SEKSI 
TENAGA 

KEBUDAYAAN 

PARAF KOORDINASI  fi 

Sekda Kab. Subang 

Asisten Adm. dan 

Pembiiaan Aoarat • 

KabagHU' ./^ nAM 

SetdaK?;:  -'jifm 

Kepala Sagian Organisasi 

Setda !'.ab. Subang 

HMMAS ARYUMNINGSIH 



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS PENDIDIKAN DAN 

KEBUDAYAAN 
KABUPATEN SUBANG 

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUBANG 
NOMOR 
TANGGAL 
TENTANG 

32 TmjS 2016 
23 NQPEMBSR 2016 
SUSUNAN ORGANISASI 
PERANGKAT DAERAH 
DINAS PENDIDIKAN, 
KEBUDAYAAN 

KEPALA DINAS 

SEKRETARIAT 

SUB BAGIAN 
PERENCANAAN, 

KEUANGAN 
DAN BMD 

SUB BAGIAN 
UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN 
PENYELENGGA 
RAAN TUGAS 

PEMBANTUAN 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

E I DANG 
PEMBINAAN 
PAUD DAN 

PENDIDIKAN 
NON FORMAL 

B IDANG 
PEMBINAAN 

SEKOLAH 
DASAR 

SEKSI 
KURIKULUM 

DAN PENILAIAN 

SEKSI 
KELEMBAGAAN 

DAN SARANA 
PRASARANA 

SEKSI 
PESERTA DIDIK 

DAN 
PEMBANGUNAN 

KARAKTER 

SEKSI 
KURIKULUM 

DAN PENILAIAN 

SEKSI 
KELEMBAGAAN 

DAN SARANA 
PRASARANA 

SEKSI 
PESERTA DIDIK 

DAN 
PEMBANGUNAN 

KARAKTER 

B IDANG 
PEMBINAAN 

SEKOLAH 
MENENGAH 

PERTAMA 

B IDANG 
KEBUDAYAAN 

SEKSI 
KURIKULUM 

DAN 
PENILAIAN 

SEKSI 
KELEMBAGAAN 

DAN SARANA 
PRASARANA 

SEKSI 
PESERTA DIDIK 

DAN 
PEMBANGUNAN 

KARAKTER 

B IDANG 
PEMBINAAN 

DAN 
KETENAGAAN 

SEKSI 
CAGAR BUDAYA 

DAN 
KEPURBAKALAAI-

SEKSI 
SEJARAH 

DAN 
TRADISI 

SEKSI 
KESENIAN 

SEKSI 
PTK PAUD DAN 
PENDIDIKAN 
NON FORMAL 

SEKSI 
PTK 

PENDIDIKAN 
DASAR 

SEKSI 
TENAGA 

KEBUDAYAAN 

PARAF KOORDIMASI 

Sekda Kab. Subang 

Asisten Adm. dsn 

Pembiiiaan Aparaiur 

KabagHiikumrianiiA' 

Seida Kab. Siliang 

Kepaia Bagiar, Organ;: 
Setda Kab. Subang 

Pit. BUFATL SUBANG, 

Hj.TMAS ARYUMNINGSIH 

T 



B A G A N S T R U K T U R O R G A N I S A S I L A M P I R A N 
D I N A S K E S E H A T A N 

K A B U P A T E N S U B A N G 

PERATURAN BUPATI SUBANG 
N O M O R : 32 TAHUi^ 2016 
TANGGAL : 23 NGPEi'IBER 2016 
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI 

PERANGKAT DAERAH 
DINAS KESEHATAN 

KEPALA DINAS 

SEKRETARIAT 

SUB BAGIAN 
PROGRAM 

DAN 
INFORMASI 

SUB BAGIAN 
KEUANGAN 
DAN BMN 

SUB BAGIAN 
HUKUM, 

KEPEGAWAIAN 
DAN UMUM 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

HI DANG 
KESEHATAN 

MASYARAKAT 

B IDANG 
PENCEGAHAN 

DAN 
PENGENDALIAN 

PENYAKIT 

SEKSI 
KESEHATAN 
KELUARGA 
DAN GIZI 

SEKSI 
PROMOSI DAN 

PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT 

SEKSI 
KESEHATAN 

LINGKUNGAN, 
KESEHATAN 
KERJA DAN 

OR 

SEKSI 
SURVEILANS 

DAN 
IMUNISASI 

SEKSI 
PENCEGAHAN 

DAN 
PENGENDALIAN 

PENYAKIT 
MENULAR 

SEKSI 
PENCEGAHAN, 

PENGENDALIAN 
PENYAKIT TIDAK 
MENULAR DAN 

KESWA 

B IDANG 
PELAYANAN 
KESEHATAN 

B IDANG 
SUMBER 

DAYA 
KESEHATAN 

SEKSI 
PELAYANAN 
KESEHATAN 
PRIMER DAN 
TRADISIONAL 

SEKSI 
PELAYANAN 
KESEHATAN 

RUJUKAN 
DAN KHUSUS 

SEKSI 
FASILITAS 

PELAYANAN 
KESEHATAN 

DAN 
PENINGKATAN 

SEKSI 
KEFARMASIAN 

DAN ALAT 
KESEHATAN 

SEKSI 
PEMBIAYAAN 
KESEHATAN 

SEKSI 
SDM 

KESEHATAN 

PARAF KOORDINASI / 

Sekda Kab. Subang 

Asisten Adm. dan 
i Pembinaan Aparaiur 
— ., 

' Satda Kaij. OXai;g 

; Kipala Saqian Organisasi 
1 SeSda Kab, Subang 

0. IMAS ARYUMNINGSIH 



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN 
DINAS PARIWISATA, 

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 
KABUPATEN SUBANG 

: PERATURAN BUPATI SUBANG 
NOMOR : 32 TMiUM 2016 ^ 
TANGGAL : 23 JSOPS'IBSR 2016 
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI 

PERANGKAT DAERAH DINAS 
PARIWISATA, KEPEMUDAAN 
DAN OLAH RAGA 

KEPALA DINAS 

SEKRETARIAT 

SUB BAGIAN 
PERENCANAAN, 
EVALUASI DAN 

PELAPORAN 

SUB BAGIAN 
UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN 
KEUANGAN DAN 

BARANG DAERAH 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

BIDANG 
DESTINASI DAN 

PRODUK 
PARIWISATA 

BIDANG 
PEMASARAN 
PARIWISATA 

SEKSI 
SARANA DAN 
PRASARANA 
PARIWISATA 

SEKSI 
PENGEMBANGAN 

SDM 
KEPA.RIWISATAAN 

DAN 
PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 
SERTA IT 

SEKSI 
PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 
PARIWISATA 

SEKSI 
PROMOSI 

PARIWISATA 

SEKSI 
KEMITRAAN 

KELEMBAGAAN 
PARIWISATA 

SEKSI 
ANALISA 

PASAR DAN 
STRATEGI 

PEMASARAN 

BIDANG 
PEMUDA 

BIDANG 
OLAH RAGA 

SEKSI 
KEPEMIMPINAN, 
KEPELOPORAN 

DAN KEJUANGAN 
PEMUDA 

SEKSI 
KEWIRAUSAHAAN 

PEMUDA 

SEKSI 
KELEMBAGAAN 

DAN KEMITRAAN 
PEMUDA 

SEKSI 
PEMBINAAN DAN 
PENGEMBANGAN 

BAKAT 

SEKSI 
PENGEMBANGAN 

OLAH RAGA DI 
MASYARAKAT 

SEKSI 
PENGEMBANGAN 

TENAGA 
KEOLAHRAGAAN 

PARAF KOORDINASI i 

SeWa Kab, Subang 

Asisten Adm. dan 

Pembinaan Aparatur 

Kabag Hukum dan HAM 

Setda Kab, Subang F 
Kepala Bagian Organisasi 

Setda Kab. Subang / I 

UPT 

TI SUBANG, 

lYUMNINGSIH 



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS PERHUBUNGAN 
KABUPATEN SUBANG 

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUBANG 
NOMOR 
TANGGAL 
TENTANG 

32 TMUN 2016 
23 NOPMtBER 2016 
SUSUNAN ORGANISASI 
PERANGKAT DAERAH 
DINAS PERHUBUNGAN 

KEPALA DINAS 

SEKRETARIAT 

SUB BAGIAN 
PERENCANAAN, UMUM 

DAN KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN 
KEUANGAN DAN BARANG 

DAERAH 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 
BIDANG 

ANGKUTAN 

SEKSI 
ANGKUTAN DARAT 

SEKSI 
ANGKUTAN LAUT 

SEKSI 
PENGUJIAN 
KENDARAAN 
BERMOTOR 

BIDANG 
LALU UNTAS 

BIDANG 
TEKNIK SARANA 

SEKSI 
PENGENDALIAN 
OPERASIONAL 

SEKSI 
REKAYASA LALU 

LINTAS 

SEKSI 
BIMBINGAN 

KESELAMATAN 
PENANGGULANGAN 
KECELAKAAN LALU 

LINTAS 

SEKSI 
SARANA 

PRASARANA LALU 
LINTAS 

SEKSI 
PARKIR 

SEKSI 
TERMINAL 

PARAF KOORDINASi 

Sekda Kab. Subang • 
•ATI SUBANG, 

^ Asisien Adm. dsn 

; ^anbinaan Aparaiur 

' Aabag Hukmn ns'' "'nni 

; Ssida Kan.' .banc 

; Kepaia Bagian Organisasi ] 

1 SaWa Kab. Subang 

AS ARYfelMNINGSIH 



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS KOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKA 
KABUPATEN SUBANG 

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUBANG 
NOMOR 
TANGGAL 
TENTANG 

3 2 TAHUN 2 0 1 6 
2 3 NOFBMBEE 2 0 1 6 
SUSUNAN ORGANISASI 
PERANGKAT DAERAH 
DINAS KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA 

K E P A L A D I N A S 

SEKRETARIAT 

KELOM 
JABA1 

FUNGSI 

POK 
A N 
ONAL 

BIDANG 
PENGELOLAAN 

INFORMASI 
PUBLIK 

BIDANG 
PENGELOLAAN 
KOMUNIKASI 

PUBLIK 

SEKSI 
PENGELOLAAN 

INFORMASI 
PUBLIK 

SEKSI 
PENGELOLAAN 
OPINI PUBLIK 

SEKSI 
MEDIA 
PUBLIK 

SEKSI 
LAYANAN 

INFORMASI 
PUBLIK 

SEKSI 
HUBUNGAN 

ANTAR 
LEMBAGA 

SEKSI 
KEMITRAAN 
KOMUNIKASI 

PUBLIK 

SUB BAGIAN 
PERENCANAAN, 
EVALUASI DAN 

PELAPORAN 

SUB BAGIAN 
UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN 
KEUANGAN DAN 

BARANG DAERAH 

BIDANG 
TEKNOLOGI 

INFORMASI DAN 
KOMUNIKASI 

BIDANG 
LAYANAN 

e-GOVERNMENT 

SEKSI 
INFRASTRUKTUR 
DAN TEKNOLOGI 

SEKSI 
PENGELOLAAN 

DATA DAN 
INTEGRASI 

SISTEM 
INFORMASI 

SEKSI 
KEAMANAN 

INFORMASI DAN 
TELEKOMUNIKASI 

SEKSI 
PENGEMBANGAN 

APLIKASI 

SEKSI 
PENGEMBANGAN 

EKOSISTEM 
e-GOVERNMENT 

SEKSI 
TATA KELOLA 

e-GOVERNMENT 

U P T 

PARAF KOORDINASI 

j Sekda Kab. Subang / 
AsistenAdm. dan 

Pembinaan Aparatur 

i 

• 

-

Kabag Hukum dan HAM 

3etda Kab. Subang 
1 

, Kepala Bagian Organisasi ir i 

^ I f ^ T I S U B A N G , 

HjVfMAS A R Y U M N I N G S I H 



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN 

PENATAAN RUANG 
KABUPATEN SUBANG 

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUBANG 
NOMOR 
TANGGAL 
TENTANG 

32 imm 2016 
23 NOPEivffiaa 2016 
SUSUNAN ORGANISASI 
PERANGKAT DAERAH 
DINAS PEKERJAAN 
UMUM DAN PENATAAN 
RUANG 

KEPALA DINAS 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

BIDANG 
BINA MARGA 

BIDANG 
SUMBER 
DAYA AIR 

SEKSI 
PEMBANGUNAN 

JALAN 

SEKSI 
PEMBANGUNAN 

JEMBATAN 

SEKSI 
PEMBANGUNAN 

BANGUNAN 
PELENGKAP 
JALAN DAN 
JEMBATAN 

BIDANG 
CIPTA KARYA 

SEKSI 
PEMBANGUNAN 

IRIGASI 

SEKSI 
PEMBANGUNAN 
BENDUNG DAN 

BANGUNAN 
PELENGKAP 

SEKSI 
BINA 

MANFAAT 
SUMBER 
DAYA MR 

SEKSI 
BANGUNAN 

GEDUNG 

SEKSI 
PENYEHATAN 
LINGKUNGAN 

SEKSI 
TATA KOTA, 

PERTAMANAN 
DAN 

PEMAKAMAN 

SEKRETARIAT 

SUB BAGIAN 
PERENCANAAN, 
EVALUASI DAN 

PELAPORAN 

SUB BAGIAN 
UMUM DAN 

KEPEGAWMAN 

SUB BAGIAN 
KEUANGAN DAN 
BARANG DAERAH 

BIDANG 
PEMELIHARAAN 

BIDANG 
PENATAAN 

RUANG 

SEKSI 
PEMELIHARAAN 

BINA MARGA 

SEKSI 
PEMELIHARAAN 
SUMBER DAYA 

AIR 

SEKSI 
PEMELIHARAAN 

DAN BINA 
MANFAAT CIPTA 

KARYA 

BIDANG 
PENGAWASAN 

DAN 
PENGENDALIAN 

SEKSI 
PENATAAN 

RUANG 
KAWASAN 

PERKOTAAN 

SEKSI 
PENATAAN 

RUANG 
KAWASAN 

STRATEGIS 

SEKSI 
PENGENDALIAN 
PEMANFAATAN 

RUANG 

SEKSI 
PENGAWASAN 

DAN 
PENGENDALIAN 

BINA MARGA 

SEKSI 
PENGAWASAN 

DAN 
PENGENDALIAN 
SUMBER DAYA 

SEKSI 
PENGAWASAN 

DAN 
PENGENDALIAN 

CIPTA KARYA 



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN 

PENATAAN RUANG 
KABUPATEN SUBANG 

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUBANG 
NOMOR 
TANGGAL 
TENTANG 

KEPALA DINAS 

32 TAHUN 2016 ^ 
23 NOP EMBER 2016 

SUSUNAN ORGANISASI 
PERANGKAT DAERAH 
DINAS BINA MARGA 
DAN PENATAAN RUANG 

SEKRETARIAT 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 
SUB BAGIAN 

PERENCANAAN, 
EVALUASI DAN 

PELAPORAN 

SUB BAGIAN 
UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN 
KEUANGAN DAN 

BARANG DAERAH 

BIDANG 
BINA MARGA 

BIDANG 
SUMBER 
DAYA AIR 

SUB BIDANG 
PEMBANGUNAN 

JALAN 

SUB BIDANG-
PEMBANGUNAN 

JEMBATAN 

SUB BIDANG 
BANGUNAN 
PELENGKAP 

BIDANG 
CIPTA KARYA 

SUB BIDANG 
PEMBANGUNAN 

IRIGASI 

SUB BIDANG 
PEMBANGUNAN 
BENDUNG DAN 

BANGUNAN 
PELENGKAP 

SUB BIDANG 
BINA 

MANFAAT 

SUB BIDANG 
BANGUNAN 

GEDUNG 

SUB BIDANG 
PENYEHATAN 
LINGKUNGAN 

SUB BIDANG 
TATA KOTA 

DAN 
PERTAMANAN 

BIDANG 
PENATAAN 

RUANG 

BIDANG 
PEMELIHARAAN 

SUB BIDANG 
PENATAAN 

RUANG 
KAWASAN 

PERKOTAAN 

SUB BIDANG 
PENATAAN 

RUANG 
KAWASAN 

STRATEGIS 

SUB BIDANG 
PEMANFAATAN 

DAN 
PENGENDALIAN 

TATA RUANG 

BIDANG 
PENGAWASAN 

DAN 
PENGENDALIAN 

SUB BIDANG 
PEMELIHARAAN 

BINA MARG A 

SUB BIDANG 
OPERASI DAN 

PEMELIHARAAN 
SUMBER DATA 

AIR 

SUB BIDANG 
PEMELIHARAAN 

DAN BINA 
MANFAAT CIPTA 

KARYA 

SUB BIDANG 
PENGAWASAN 

DAN 
PENGENDALIAN 

BINA MARGA 

SUB BIDANG 
PENGAWASAN 

DAN 
PENGENDALIAN 
SUMBER DAYA 

SUB BIDANG 
PENGAWASAN 

DAN 
PENGENDALIAN 

CIPTA KARYA 

UPT 

Asisten Adm dan 

==enb!naan Aparatur 

Kaoag Hukum dan HAM ! 

jelda Kab. Subang • 

Aepaia Bagian Organisasi i 

BUPATI SUBANG, 

ARYtfMNINGSIH 



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS PERUMAHAN 

DAN KAWASAN PERMUKIMAN 
KABUPATEN SUBANG 

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUBANG 
NOMOR 
TANGGAL 
TENTANG 

'vmm 2016 
NOPMBBR 2016 

32 
23 
SUSUNAN ORGANISASI 
PERANGKAT DAERAH 
DINAS PERUMAHAN DAN 
KAWASAN PERMUKIMAN 

KEPALA DINAS 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 
BIDANG 

PERUMAHAN 

SEKSI 
PERENCANAAN 

DAN 
PEMANFAATAN 
PERUMAHAN 

SEKSI 
PENGADAAN DAN 

PENYULUHAN 
PERUMAHAN 

SEKSI 
PENGAWASAN, 

PENGENDALIAN 
DAN INVESTASI 

PERUMAHAN 

SEKRETARIAT 

SUB BAGIAN 
PERENCANAAN, UMUM 

DAN KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN 
KEUANGAN DAN 

BARANG DAERAH 

BIDANG 
KAWASAN 

PERMUKIMAN 

SEKSI 
PENYEDIAAN DAN 
PENGEMBANGAN 

KAWASAN 
PERMUKIMAN 

SEKSI 
PENATAAN, 

PENYULUHAN DAN 
PEMELIHARAAN 

KAWASAN 
PERMUKIMAN 

SEKSI 
PENGAWASAN DAN 

PENGENDALIAN 
KAWASAN 

PERMUKIMAN 

PARAF KOORDINASI 

Sekda Kab. Subang 

Asisten Adm. dan 
PembinaanAparatu: 

KabagHukuiPcanHU.! 

Setda Kab. Subang 

Kepala Bagiai Organisasi 

Setda Kab. Subang 

lYUMNINGSIH 



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN 
DINAS KOPERASI, USAHA 

MIKRO KECIL MENENGAH, 
PERDAGANGAN DAN 

PERINDUSTRIAN 
KABUPATEN SUBANG 

PERATURAN BUPATI SUBANG 
NOMOR : 32 TAHUJ 2016 

TANGGAL : 23 150PEMBSR 2016 

TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI 
PERANGKAT DAERAH 
DINAS KOPERASI, USAHA 
MIKRO KECIL MENENGAH, 
PERDAGANGAN DAN 
PERINDUSTRIAN 

KEPALA DINAS 

SEKRETARIAT 

SUB BAGIAN 
PERENCANAAN, 
EVALUASI DAN 

PELAPORAN 

SUB BAGIAN 
UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN 
KEUANGAN DAN 

BARANG DAERAH 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

BIDANG 
USAHA MIKRO 

KECIL DAN 
MENENGAH 

BIDANG 
KOPERASI 

SEKSI 
MANAJEMEN 

USAHA MIKRO 
KECIL DAN 
MENENGAH 

SEKSI 
PEMASARAN 

DAN 
KEMITRAAN 

UMKM 

SEKSI 
PEMBERDAYAAN 

DAN 
PEMBIAYAAN 

UMKM 

SEKSI 
KELEMBAGAAN 

DAN DIKLAT 
KOPERASI 

SEKSI 
PENGEMBANGAN 

USAHA 
KOPERASI 

SEKSI 
PENGAWASAN 

KOPERASI 

PARAF KOORDINASI 

Sekda Kab. Subang 

AsisfenAdm. dan 

PembinaanAparatur 

Kabag Hukum dan HAM 

Setda Kab. Subang 

BIDANG 
PERINDUSTRIAN 

BIDANG 
PERDAGANGAN 

SEKSI 
BIMBINGAN 
PRODUKSI 

SEKSI 
BIMBINGAN 
USAHA DAN 

SARANA 

SEKSI 
PENGEMBANGAN 

DAN 
PENGAWASAN 

INDUSTRI 

BIDANG 
PENGELOLAAN 

PASAR 

SEKSI 
PROMOSI, 

PENGADAAN, 
PEN Y ALU RAN 

DAN 
PERDAGANGAN 
DALAM NEGERi 

SEKSI 
BIMBINGAN 

USAHA, 
SARANA DAN 

PERDAGANGAN 
LUAR NEGERI 

SEKSI 
PERLINDUNGAN 

KONSUMEN 
DAN 

METROLOGI 

SEKSI 
RETRIBUSI 

SEKSI 
KEBERSIHAN, 
KETERTIBAN 

DAN 
KEAMANAN 

PASAR 

SEKSI 
PENGAWASAN 

DAN 
PENGEMBANGAN 

PASAR 

UPT 

BUPATI SUBANG, 

AS ARYUMNINGSIH 



B A G . ^ S T R U K T U R ORG.ANISAS I 
D I N A S K O P E R A S I , U S A H A 

M I K R O K E C I L M E N E N G A H , 
P E R D A G A N G A N D A N 

P E R I N D U S T R I A N 
K A B U P A T E N S U B A N G 

L A M P I R A N PERATUR.M^I B L T A T I S U B A N G 
N O M O R 
T A N G G A L 
T E N T A N G 

32 TAHUN 2016 
23 MIP3MBER 2016 
S U S U N A N O R G A N I S A S I 
P E R A N G K A T D A E R A H 
D I N A S K O P E R A S I , U S A H A 
M I K R O K E C I L M E N E N G A H , 
P E R D A G A N G A N D A N 
P E R I N D U S T R I A N 

KEPALA DINAS 

SEKRETARIAT 

SUB BAGIAN 
PERENCANAAN, 
EVALUASI DAN 

PELAPORAN 

SUB BAGIAN 
UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN 
KEUANGAN DAN 

BARANG DAERAH 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

HI DANG 
USAHA MIKRO 

KECIL DAN 
MENENGAH 

SEKSI 
MANAJEMEN 

-I USAHA MIKRO 
KECIL DAN 
MENENGAH 

B IDANG 
KOPERASI 

SEKSI 
PEMASARAN 

M DAN 
KEMITRAAN 

UMKM 

SEKSI 
FEMBERDAYAAN 

DAN 
PEMBIAYAAN 

UMKM 

SEKSI 
KELEMBAGAAN 

DAN DIKLAT 
KOPERASI 

SEKSI 
PENGEMBANGAN 

USAHA 
KOPERASI 

SEKSI 
PENGAWASAN 

KOPERASI 

PARAF KOORDINASI 

BIDANG 
PERINDUSTRIAN 

B IDANG 
PERDAGANGAN 

SEKSI 
INDUSTRI 

KECIL DAN 
MENENGAH 

SEKSI 
TEKNOLOGI 

INDUSTRI 
DAN 

PRODUKSI 

SEKSI 
PENGEMBANGAN 

DAN 
PENGAWASAN 

INDUSTRI 

B IDANG 
PENGELOLAAN 

PASAR 

SEKSI 
PROMOSI, 

PENGADAAN, 
PENYALURAN 

DAN 
PERDAGANGAN 
DALAM NEGERI 

SEKSI 
BIMBINGAN 

USAHA, 
SARANA DAN 

PERDAGANGAN 
LUAR NEGERI 

SEKSI 
PERLINDUNGAN 

KONSUMEN 
DAN 

KEMETROLOGIAN 

SEKSI 
RETRIBUSI 

SEKSI 
KEBERSIHAN, 
KETERTIBAN 

DAN 
KEAMANAN 

PASAR 

SEKSI 
PENGAWASAN 

DAN 
PENGEMBANGAN 

PASAR 

. Sekda Kab. Subang 

j Asislen Adm. dan 

I PembinaanApdiBiur 

Sstda K.;u. FUU-T; : 

Kepala Bagian Orga;;iia$i 

Setda Kab. Subang f 

Pit. BUPATI SUBANG, 

AS ARYUMNINGSIH 



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS PERTANIAN 

KABUPATEN SUBANG 

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUBANG 
NOMOR 
TANGGAL 
TENTANG 

52 TAHUN 2016 
23 KOPBIffiEE 2016 

SUSUNAN ORGANISASI 
PERANGKAT DAERAH 
DINAS PERTANIAN 

KEPALA DINAS 

SEKRETARIAT 

SUB BAGIAN 
PERENCANAAN, 
EVALUASI DAN 

PELAPORAN 

SUB BAGIAN 
UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN 
KEUANGAN DAN 

BARANG DAERAH 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 
HI DANG 

TANAMAN 
PANGAN 

BIDANG 
TANAMAN 

HORTIKULTURA 

SEKSI 
SEREALIA 

SEKSI 
ANEKA 

KACANG DAN 
UMB! 

SEKSI 
PENGELOLAAN 

DAN 
PEMASARAN 

HASIL TANAMAN 

SEKSI 
BUAH-

BUAHAN DAN 
TANAMAN 

HIAS 

SEKSI 
SAYURAN 

DAN 
BIOFARMAKA 

SEKSI 
PENGELOLAAN 

DAN PEMASARAN 
HASIL TANAMAN 
HORTIKULTURA 

BIDANG 
PERKEBUNAN 

BIDANG 
PENYULUHAN 
DAN SUMBER 

DAYA 

SEKSI 
PRODUKSI 

SEKSI 
PENGEMBANGAN 

DAN 
PENGENDALIAN 

SEKSI 
PENGOLAHAN 

DAN PEMASARAN 
HASIL TANAMAN 

' PERKEBUNAN 

SEKSI 
PENYULUHAN 
PERTANIAN 

SEKSI 
SARANA DAN 
PRASARANA 

SEKSI 
SUMBER 

DAYA DAN 
PEMBIAYAAN 



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN 
DINAS PETERNAKAN DAN 

KESEHATAN HEW AN 
KABUPATEN SUBANG 

: PERATURAN BUPATI SUBANG 
NOMOR : 32 TMUN 2016 
TANGGAL : 23 N0PEMB3R 2016 
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI 

PERANGKAT DAERAH 
DINAS PETERNAKAN 
DAN KESEHATAN 
HEW AN 

KEPALA DINAS 

SUB BAGIAN 
PERENCANAAN 
EVALUASI DAN 

PELAPORAN 

SEKRETARIAT 

SUB BAGIAN 
UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN 
KEUANGAN DAN 

BARANG DAERAH 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 
B IDANG 

PRGDUKSI 
B IDANG 

KESEHATAN 
HEWAN DAN 
KESEHATAN 

MASYARAKAT 
VETERINER 

SEKSI 
PERBIBITAN 

SEKSI 
PAKAN TERNAK 

SEKSI 
BUDIDAYA 

SEKSI 
PENGAMATAN DAN 

PENYIDIKAN 
PENYAKIT HEWAN 

SEKSI 
PENCEGAHAN DAN 
PEMBERANTASAN 
PENYAKIT HEWAN 

SEKSI 
KESEHATAN 
MASYARAKAT 
VETERINER 

B IDANG 
PENGEMBANGAN 

USAHA 

B IDANG 
SUMBERDAYA 

DAN 
KELEMBAGAAN 

SEKSI 
FASILITASI 

USAHA DAN 
INVESTASI 

SEKSI 
PASCA PANEN 

DAN 
PENGOLAHAN 

SEKSI 
DISTRIBUSI 

DAN 
PEMASARAN 

HASIL 

SEKSI 
PRASARANA DAN 

SARANA 

SEKSI 
KELEMBAGAAN 

SEKSI 
DATA DAN 
INFORMASI 

PARAF KOORDINASI 

\a Kab. Subaig 
i 

; AsistenAiiT. dd -
! Pembinaan Aps;a • 

' -xabag HtiKurr da: 
[ SetdaKciU Si sapq 

: Kepala Bagian Organisasi 
I Setda Kab. Subang j 

ARYUMNINGSIH 



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN 
DINAS KETAHANAN PANGAN 

KABUPATEN SUBANG 

PERATURAN BUPATI SUBANG 
NOMOR : 32 TAHUN 2016 
TANGGAL : 25 lOPEMBER 2016 
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI 

PERANGKAT DAERAH 
DINAS KETAHANAN 
PANGAN 

KEPALA DINAS 

SEKRETARIAT 

SUB BAGIAN 
PERENCANAAN, UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN 
KEUANGAN DAN 

BARANQ DAERAH 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

HI DANG 
KETERSEDIAAN DAN 

KERAWANAN 
PANGAN 

SEKSI 
KETERSEDIAAN 

PANGAN 

SEKSI 
SUMBER DAYA 

PANGAN 

SEKSI 
KERAWANAN 

PANGAN 

B IDANG 
DISTRIBUSI DAN 

CADANGAN 
PANGAN 

B IDANG 
PENGANEKARAGAMANl 

KONSUMSI DAN 
KEAMANAN PANGAN 

SEKSI 
DISTRIBUSI 

PANGAN 

SEKSI 
HARGA PANGAN 

SEKSI 
CADANGAN 

PANGAN 

SEKSI 
PENGANEKARAGAMAN 

PANGAN 

SEKSI 
KONSUMSI 
PANGAN 

SEKSI 
KEAMANAN 

PANGAN 

PARAF KOORDINASi 

Sekda Kab. Subang 
J 

Asisten Adm. dan 

Pembinaan Aparalir t 
Kabag Hukuin dan HAM 

Setda Kab. Si'bang 

^ I "̂̂^ ^ • I "pi«t. BUPATI SUBANG, 

J * / l 

ARYUMNINGSIH 

Kepala Bagian Organisasi 1 



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN 
DINAS PERIKANAN 

KABUPATEN SUBANG 

PERATURAN BUPATI SUBANG 
NOMOR : 32 TAHUN 2 0 l 6 
TANGGAL : 23 NDPSfBiiK 2016 
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI 

PERANGKAT DAERAH DINAS 
PERIKANAN 

KEPALA DINAS 

S E K R E T A R I A T 

SUB BAGIAN 
PERENCANAAN, 
EVALUASl DAN 

PELAPORAN 

SUB BAGIAN 
UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN 
KEUANGAN DAN 

BARANG DAERAH 

K E L O M P O K 

J A B A T A N 

F U N G S I O N A L 

B I D A N G 

P E N G E N D A L I A N 

S U M B E R D A Y A 

P E R I K A N A N 

B I D A N G 

P E R I K A N A N 

T A N G K A P 

SEKSI 
PERLINDUNGAN 
SUMBER DAYA 

IRAN 

SEKSI 
PERLINDUNGAN 
MUTU PRODUK 

PERIKANAN 

SEKSI 
KESEHATAN IRAN 

DAN 
LINGKUNGAN 

SEKSI 
SARANA 

PENANGKAPAN 
IKAN 

SEKSI 
PENGELOLAAN 

DAN 
PENYELENGGARA-

ANTPI 

S E K S I 

P E M B E R D A Y A A N 

N E L A Y A N 

B I D A N G 

P E R I K A N A N 

B U D I D A Y A A I R 

P A Y A U 

B I D A N G 

P E R I K A N A N 

B U D I D A Y A A I R 

T A W A R 

SEKSI 
SARANA DAN 
PRASARANA 

BUDIDAYA IKAN 
AIR PAYAU 

SEKSI 
PENGEMBANGAN 

USAHA BUDIDAYA 
IKAN AIR PAYAU 

SEKSI 
PEMBERDAYAAN 
PEMBUDIDAYA 

IKAN AIR PAYAU 

SEKSI 
SARANA DAN 
PRASARANA 

BUDIDAYA IKAN 
AIR TAWAR 

SEKSI 
PENGEMBANGAN 

USAHA 
BUDIDAYA IKAN 

AIR TAWAR 

SEKSI 
PEMBERDAYAAN 
PEMBUDIDAYA 

IKAN AIR TAWAR 

PARAF KOORDINASI y 

Sekda Kab. Subang J AsistenAdT, dan 

Pembinaan f^jo/c'i 

KabagHu... jr i :- , , ; 

Setda Kab j c j a i H j 

Kepala Bagian O^ganisasi 

Setda Kab, Subang 
i 

ARYUMNINGSIH 



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS KEPENDUDUKAN DAN 

PENCATATAN SIPIL 
KABUPATEN SUBANG 

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUBANG 
NOMOR 
TANGGAL 
TENTANG 

52 T M M 2016 
23 NOPEMBER 2016 
SUSUNAN ORGANISASI 
PERANGKAT DAERAH 
DINAS KEPENDUDUKAN 
DAN PENCATATAN SIPIL 

KEPALA DINAS 

SEKRETARIAT 

SUB BAGIAN 
PERENCANAAN 

SUB BAGIAN 
UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN 
KEUANGAN 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

B IDANG 
PELAYANAN 

PENDAFTARAN 
PENDUDUK 

B IDANG 
PELAYANAN 

PENCATATAN 
SIPIL 

SEKSI 
IDENTITAS 
PENDUDUK 

SEKSI 
PINDAH 
DATANG 

PENDUDUK 

SEKSI 
PENDATAAN 
PENDUDUK 

SEKSI 
KELAHIRAN 

SEKSI 
PERKAWINAN 

DAN 
PERCERAIAN 

SEKSI 
PERUBAHAN 

STATUS ANAK 
PEWARGANEGARAAN 

DAN KEMATIAN 

B IDA NG 
PENGELOLAAN 

INFORMASI 
ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN 

B IDANG 
PEMANFAATAN 

DATA DAN 
INOVASI 

PELAYANAN 

SEKSI SISTEM 
INFORMASI 

ADMINISTRASI 
KEPENDUDUKAN 

SEKSI 
PENGOLAHAN DAN 
PENYAJIAN DATA 
KEPENDUDUKAN 

SEKSI 
TATA KELOLA 

DAN SDM 
TEKNOLQGI 
INFORMASI 

KGMUNIKASI 

SEKSI 
KERJASAMA 

SEKSI 
PEMANFAATAN 

DATA DAN 
DOKUMEN 

KEPENDUDUKAN 

SEKSI 
INOVASI 

PELAYANAN 

Asisten Adm. dan 

Pembinaan Aparatu" 

Kabac HiAunr- dan haul 

I Setda fell. Subang 

>ia!3 Bagian Orgamsasi 

> Kab, Subang 



BAGAN S T R U K T U R O R G A N I S A S I LAMPIRAN 
DINAS S O S I A L 

K A B U P A T E N S U B A N G 

: P E R A T U R A N BUPATI S U B A N G 
NOMOR : 32 TAHU.M 2 0 1 6 
T A N G G A L : 23 NOPEilBBR 2 0 1 6 
T E N T A N G : S U S U N A N O R G A N I S A S I 

P E R A N G K A T D A E R A H 
DINAS S O S I A L 

K E P A L A D I N A S 

SEKRETARIAT 

SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN 
PERENCANAAN, UMUM DAN KEUANGAN 
EVALUASI DAN KEPEGAWAIAN DAN BARANG 

PELAPORAN DAERAH 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 
B IDANG 

PERLINDUNGAN 
DAN J A M I N A N 

SOSIAL 

B IDANG 
PEMBERDAYAAN 

SOSIAL 

SEKSI 
PERLINDUNGAN 
SOSIAL KOREAN 

TINDAK KEKERASAN 
DAN PEKERJA 

MIGRAN 

SEKSI 
PERLINDUNGAN 
SOSIAL KOREAN 

BENCANA 

SEKSI 
PENYELENGGARAAN 

JAMINAN SOSIAL 

SEKSI 
PENANGANAN 
FAKIR MISKIN 

SEKSI 
PEMBERDAYAAN 
KELUARGA DAN 

ADAT TERPENCIL 

SEKSI 
PEMBERDAYAAN 
KELEMBAGAAN 

KESEJAHTERAAN 
SOSIAL 

BIDANG 
REHABILITASI 

SOSIAL 

B I DAN G 
PEMBINAAN 

KESEJAHTERAAN 
SOSIAL 

SEKSI 
REHABILITASI 

SOSIAL 
PENYANDANG 
DISABILITAS 

SEKSI 
PELAYANAN DAN 

REHABILITASI 
SOSIAL ANAK DAN 

LANJUT USIA 

SEKSI 
REHABILITASI 
SOSIAL DAN 

KOREAN NAPZA 

SEKSI 
PEMBINAAN SUMBER 

DANA SOSIAL DAN 
DATA 

KESEJAHTERAAN 
SOSIAL 

SEKSI 
PENYULUHAN 

DAN BIMBINGAN 
KESEJAHTERAAN 

SOSIAL 

SEKSI 
PELESTARIAN NILAI 

KEPAHLAWANAN 
KEJUANGAN DAN 

KESETIAKAWANAN 
SOSIAL 



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN 
DINAS TENAGA KERJA DAN 

TRANSMIGRASI 
KABUPATEN SUBANG 

PERATURAN BUPATI SUBANG 
NOMOR : 32 TAEUM 2016 
TANGGAL : 23 MOP EMBER 2016 
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI 

PERANGKAT DAERAH DINAS 
TENAGA KERJA DAN 
TRANASMIGRASI 

KEPALA DINAS 

SEKRETARIAT 

SUB BAGIAN 
PERENCANAAN, 
EVALUASI DAN 

PELAPORAN 

SUB BAGIAN 
UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN 
KEUANGAN DAN 

BARANG DAERAH 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAI 
B IDANG 

PELATIHAN DAN 
PRODUKTIVITAS 
TENAGA KERJA 

B IDANG 
PENEMPATAN 

DAN 
PERLUASAN 

KERJA 

SEKSI 
PELATIHAN DAN 
PRODUKTIVITAS 
TENAGA KERJA 

SEKSI 
STANDARISASI 
SERTIFIKASI 

DAN 
PEMAGANGAN 

SEKSI 
PEMBINAAN 
LEMBAGA 

PELATIHAN 
TENAGA KERJA 

SWASTA 

SEKSI 
INFORMASI 

PASAR KERJA 
DAN BURSA 

KERJA 

SEKSI 
. PENEMPATAN 
TENAGA KERJA 

SEKSI 
PERLUASAN 

KESEMPATAN 
KERJA 

B IDANG 
PEMBINAAN DAN 
PERLINDUNGAN 

KETENAGAKERJAAN 

B IDANG 
TRANSMIGRASI 

SEKSI 
HUBUNGAN 

INDUSTRIAL DAN 
JAMINAN SOSIAL 
TENAGA KERJA 

SEKSI 
KELEMBAGAAN 

HUBUNGAN 
INDUSTRIAL DAN 
SYARAT KERJA 

SEKSI 
PENYELESAIAN 
PERSELISIHAN 

HUBUNGAN 
INDUSTRIAL 

B IDANG 
ENERGI DAN 

SUMBER DAYA 
MINERAL 

SEKSI 
PENYIAPAN 

DAN SELEKSI 

SEKSI 
PENGERAHAN 

DAN 
PENEMPATAN 

SEKSI 
PEMBINAAN DAN 

KERJASAMA 
ANTAR DAERAH 

SEKSI 
GEOLOGI 

SEKSI 
ENERGI BARU 

TERBARUKAN DAN 
KONSERVAS! 

ENERGI 

SEKSI 
PENGAWASAN 



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN 
DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

KABUPATEN SUBANG 

: PERATURAN BUPATI SUBANG 
NOMOR : 32 TAHUN 2016 
TANGGAL : 23 NOPEMBEH 2016 
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI 

PERANGKAT DAERAH 
DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

KEPALA DINAS 

SEKRETARIAT 

SUB BAGIAN 
PERENCANAAN, 
EVALUASI DAN 

PELAPORAN 

SUB BAGIAN 
UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN 
KEUANGAN DAN 

BARANG DAERAH 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

B IDANG 
TATA 

L INGKUNGAN 
H IDUP 

B IDANG 
PENGELOLAAN 

SAMPAH, 
KEBERSIHAN 

DAN L I M B A H B3 

SEKSl 
INVENTARISASI, 

RPPLH DAN KLHS 

SEKSI 
KAJIAN 

DAMPAK 
LINGKUNGAN 

HIDUP 

SEKSI 
PEMELIHARAAN 

LINGKUNGAN 
HIDUP 

SEKSI 
PENGELOLAAN 
SAMPAH DAN 
LIMBAH B3 

SEKSI 
ANGKUTAN 

SAMPAH 

SEKSI 
SARANA DAN 
PRASARANA 

B IDANG 
PENGENDALIAN 
PENCEMARAN 

DAN KERUSAKAN 
L INGKUNGAN 

H IDUP 

B IDANG 
PENAATAN DAN 
PENINGKATAN 

KAPASITAS 
L INGKUNGAN 

H IDUP 

SEKSI 
PEMANTAUAN 
LINGKUNGAN 

SEKSI 
PENCEMARAN 
LINGKUNGAN 

SEKSI 
KERUSAKAN 
LINGKUNGAN 

SEKSI 
PENGADUAN DAN 
PENYELESAIAN 

SENGKETA 
LINGKUNGAN 

SEKSI 
PENEGAKAN 

HUKUM 

SEKSI 
PENINGKATAN 

KAPASITAS 
LINGKUNGAN 

HIDUP 

• Asisten Adm, dan 

Kafcc ;-idkTr : an 

Setda fe;;. Sicdang 

Kepau Gagian Organisasi 
Setda Kab. Suh^nn I 

ARYUMNINGSIH 



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN 
DINAS PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA 
KABUPATEN SUBANG 

PERATURAN BUPATI SUBANG 
NOMOR : 32 TMO'E 2016 
TANGGAL : 23 NOPIi^lBER 2016 
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI 

PERANGKAT DAERAH 
DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DESA 

KEPALA DINAS 

SEKRETARIAT 

SUB BAGIAN 
PERENCANAAN, 
EVALUASI DAN 

PELAPORAN 

SUB BAGIAN 
UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN 
KEUANGAN DAN 

BARANG DAERAH 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

B IDANG 
PEMERINTAHAN 

DESA/KELURAHAN 

B IDANG 
KELEMBAGAAN 

DAN 
PENGEMBANGAN 

PARTISIPASI 
MASYARAKAT 

SEKSI 
TATA 

PEMERINTAHAN 
DESA/ 

KELURAHAN 

SEKSI 
ADMINISTRASI, 
PENGELOLAAN 

KEUANGAN DAN 
BARANG DAERAH 

DESA/ 
KELURAHAN 

SEKSI 
PENATAAN DAN 

PENGEMBANGAN 
DESA/ 

KELURAHAN 

SEKSI 
PENGUATAN 
LEMBAGA 

ICEMASYARAKATAN 

SEKSI 
PENGEMBANGAN 
DAN PARTISIPASI 

MASYARAKAT 
DESA/ 

KELURAHAN 

SEKSI 
PEMBERDAYAAN 
LEMBAGA ADAT 

DAN 
PENGEMBANGAN 
SOSIAL BUDAYA 

B IDANG B IDANG 
PEMBERDAYAAN PENGEMBANGAN 
USAHA EKONOMI SUMBER DAYA 

MASYARAKAT ALAM DAN 
TEKNOLOGITEPAT 

GUNA 

SEKSI SEKSI 
USAHA FASILITASI 

EKONOMI PEMANFAATAN 
MASYARAKAT POTENSI ALAM 

SEKSI SEKSI 
BINA FASILITASI 

PEMASARAN SARANA 
PRODUK HASIL PRASARANA 

USAHA DESA/ 
MASYARAKAT KELURAHAN 

SEKSI SEKSI 
PENGEMBANGAN KERJASAMA 
KESEJAHTERAAN TEKNOLOGI 

DAN KESWADAYAAN PEDESAAN DAN 
MASY'ARAKAT TEKNOLOGI 

TEPAT GUNA 

PARAF KOORDINASI 

Sekda Kab. Subang 

Asisten Adrn. dan 

Pembinaan Aparaiur 

Kabfto Hi'vi- L . r h-,', 

Setda Ks',), Su-Lng 
* ^ 1 

i Kepala Bagian Organisasi J 1 
Setda Kab. Subang 

4 

MAS ARYUMNINGSIH 



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUBANG 
DINAS PENGENDALIAN NOMOR : 32 TiHUN 2016 

PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN TANGGAL : 25 NOPEICBER 2016 
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI 

ANAK KABUPATEN SUBANG PERANGKAT DAERAH 
DINAS PENGENDALIAN 
PENDUDUK, KB, 
PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK 

KERALA DINAS 

SUB BAGIAN 
PERENCANAAN, 
EVALUASI DAN 

PELAPORAN 

SEKRETARIAT 

SUB BAGIAN 
UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN 
KEUANGAN DAN 

BARANG DAERAH 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

B IDANG 
PENGENDALIAN 

PENDUDUK, 
ADVOKASI , K IE 

DAN 
PENGGERAKAN 

B IDANG 
KELUARGA 

BERENCANA 

SEKSI ADVOKASI 
DAN 

PENGGERAKAN 

SEKSI 
PENYULUHAN 

DAN 
I—1 PENDAYAGUNAAN 

PLKB DAN 
INSTITUSI 

MASYARAKAT 
PEDESAAN 

SEKSI 
PENGENDALIAN 

PENDUDUK, 
PENGELOLAAN 

DATA, 
PELAPORAN 
RUTIN DAN 

—mpoRmoi 

SEKSI 
PENGELOLAAN 

DAN 
DISTRIBUSI 

ALOKON 

SEKSI 
JAMINAN 

PELAYANAN KB 

SEKSI 
BINA 

KESERTAAN KB 
DAN 

PENINGKATAN 
KESERTAAN 

:R-KB 

B IDANG B IDANG 
PEMBANGUNAN PEMBERDAYAN 

KETAHANAN PEREMPUAN 
KELUARGA 

B IDANG 
PERLINDUNGAN 

ANAK 

SEKSI 
BINA 

KETAHANAN 
KELUARGA 

BALITA, ANAK 
DAN LANSIA 

SEKSI 
BINA 

KETAHANAN 
REMAJA 

SEKSI 
BINA 

PEMBERDAYAAN 
EKONOMI 

KELUARGA 

SEKSI 
PENINGKATAN 

KUALITAS 
HIDUP 

PEREMPUAN 
DAN 

PENGELOLAAN 
DATA 

SEKSI 
PERLINDUNGAN 

HAK, HUKUM 
BAGI 

PEREMPUAN 
DAN 

PENGARUSTAMAAl 
GENDER 

SEKSI 
PEMBINAAN DAN 

KERJASAMA 
KELEMBAGAAN 

ORGANISASI 
PEREMPUAN 

SEKSI 
PERLINDUNGAN 

HAK DAN 
HUKUM BAGI 

ANAK 

SEKSI 
PEMBINAAN 

DAN 
KERJASAMA 

KELEMBAGAAN 
PERLINDUNGAN 

ANAK 

SEKSI 
SINKRONISASI 

KEBIJAKAN 
PERLINDUNGAN 

ANAK DAN 
PENGELOLAAN 

DATA INFORMAS: 
ANAK 

Kabag Hukum dan VM 

Setda Kab. Subanq 



BAGAN STRUKTUR ORGANISASl LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUBANG 
DINAS PENGENDALIAN NOMOR : 32 T A H U N 2016 

PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN TANGGAL : 23 NOP E M B E R 2016 
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN TENTANG : SUSUNAN ORGANISASl 

ANAK KABUPATEN SUBANG PERANGKAT DAERAH 
DINAS PENGENDALIAN 
PENDUDUK, KB, 
PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK 

KEPALA DINAS 

SEKRETARIAT 

SUB BAGIAN 
PERENCANAAN, 
EVALUASI DAN 

PELAPORAN 

SUB BAGIAN 
UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN 
KEUANGAN DAN 

BARANG DAERAH 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

B IDANG 
PENGENDALIAN 

PENDUDUK, 
ADVOKASI , K IE 

DAN 
PENGGERAKAN 

B IDANG 
KELUARGA 

BERENCANA 

SEKSI ADVOKASI 
DAN 

PENGGERAKAN 

SEKSI 
PENYULUHAN DAN 
PENDAYAGUNAAN 

PLKB DAN 
INSTITUSI 

MASYARAKAT 
PEDESAAN 

PARAF KOORDINAS! 

SEKSI 
PENGENDALIAN 

PENDUDUK, 
PENGELOLAAN 

DATA, PELAPORAN 
DAN INFORMASI 

SEKSI 
PENGELOLAAN 

DAN DISTRIBUSI 
ALOKON 

SEKSI 
JAMINAN 

PELAYANAN KB 

SEKSI 
BINA 

KESERTAAN KB 
DAN 

PENINGKATAN 
KESERTAAN 

BER-KB 

fida Kab. Subanq j 

B IDANG 
PEMBANGUNAN 

KETAHANAN 
KELUARGA 

B IDANG 
PEMBERDAYAN 

PEREMPUAN 

SEKSI 
BINA 

KETAHANAN 
KELUARGA 

BALITA, ANAK 
DAN LANSIA 

SEKSI 
BINA 

KETAHANAN 
REMAJA 

SEKSI 
BINA 

PEMBERDAYAAN 
EKONOMI 

KELUARGA 

B IDANG 
PERLINDUNGAN 

ANAK 

SEKSI 
PENINGKATAN 

KUALITAS HIDUP 
PEREMPUAN 

DAN 
PENGELOLAAN 

DATA INFORMASI 
GENDER 

SEKSI 
PERLINDUNGAN 

HAK, HUKUM 
BAGI PEREMPUA^ 

DAN 
PENQARUSTAMAAN 

GENDER 

SEKSI 
PEMBINAAN DAN 

KERJASAMA 
KELEMBAGAAN 

ORGANISASl 
PEREMPUAN 

SEKSI 
PERLINDUNGAN 

HAK DAN 
HUKUM BAGI 

ANAK 

SEKSI 
PEMBINA,AN DAN 

KERJASAMA 
KELEMBAGAAN 
PERLINDUNGAN 

ANAK 

SEKSI 
SINKRONISASI 

KEBIJAKAN 
PERLINDUNGAN 

ANAK DAN 
PENGELOLAAN 

DATA INFORMASI 
ANAK 



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN 
DINAS PENANAMAN MODAL 
DAN PELAYANAN TERPADU 

SATU PINTU 
KABUPATEN SUBANG 

PERATURAN BUPATI SUBANG 
NOMOR : 32 TAHUN 2016 
TANGGAL : 23 l^DPElSER 2016 
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI 

PERANGKAT DAERAH 
DINAS PENANAMAN 
MODAL DAN PELAYANAN 
TERPADU SATU PINTU 

KEPALA DINAS 

SEKRETARIAT 

SUB BAGIAN 
PERENCANAAN, 
EVALUASI DAN 

PELAPORAN 

SUB BAGIAN 
UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN 
KEUANGAN DAN 

BARANG DAERAH 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

BIDANG 
PENGEMBANGAN 

BIDANG 
PENANAMAN 
MODAL DAN 

PROMOSI 

SEKSI 
PENGEMBANGAN 

PENANAMAN 
MODAL DAN 
PERIZINAN 

SEKSI 
DEREGULASI 
PENANAMAN 
MODAL DAN 
PERIZINAN 

SEKSI 
PENGEMBANGAN 

SISTEM 
INFORMASI 

SEKSI 
FASILITASI 
INVESTASI 

SEKSI 
PROMOSI 

PENANAMAN 
MODAL 

SEKSI 
KERJASAMA 
PENANAMAN 

MODAL 

BIDANG 
PERIZINAN 

BIDANG 
PENGAWASAN 

DAN 
PENGENDALIAN 

SEKSI 
PELAYANAN 

PERIZINAN DAN 
NON 

PERIZINAN 

SEKSI 
PENGOLAHAN, 
PENERBITAN 

PERIZINAN DAN 
NON 

PERIZINAN 

SEKSI 
PENGELOLA 

DOKUMENTASI 
PERIZINAN DAN 

NON 
PERIZINAN 

SEKSI 
PEMANTAUAN, 

PEMBINAAN 
DAN 

PENGAWASAN 

SEKSI 
PENGADUAN 

DAN 
PENYELESAIAN 

MASALAH 

SEKSI 
PENGOLAHAN 

DATA, 
EVALUASI DAN 

PELAPORAN 

PA,RAFKOORDINASI 

; Sekda Kab. Subang 

1 AsistenAdm.dan 

j PembinaanAparatur 
\

f<abag Hukum dan HAM 

3etda Kab, Subang 
/ 

6 ' " 

""^-:;U™ei?lMAS ARYUMNINGSIH 

1 KepalaBagianOrganisasij / 



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN 
DINAS KEARSIPAN DAN 

PERPUSTAKAAN 
KABUPATEN SUBANG 

: PERATURAN BUPATI SUBANG 
NOMOR : 32 TAHUN 2016 
TANGGAL : 23 NOPEiyiBER 2016 
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI 

PERANGKAT DAERAH DINAS 
KEARSIPAN DAN 
PERPUSTAKAAN 

KEPALA DINAS 

SEKRETARIAT 

SUB BAGIAN 
PERENCANAAN 
EVALUASI DAN 

PELAPORAN 

SUB BAGIAN 
UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN 
KEUANGAN DAN 

BARANG DAERAH 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

BIDANG 
PEMBINAAN 

KEARSIPAN DAN 
PERPUSTAKAAN 

BIDANG 
LAYANAN ARSIP 

DAN 
PERPUSTAKAAN 

SEKSI 
PEMBINAAN 
KEARSIPAN 
PERANGKAT 
DAERAH DAN 

BUMD 

SEKSI 
PEMBINAAN 

PERPUSTAKAAN 

SEKSI 
PEMBINAAN 
KEARSIPAN 

ORMAS/ORPOL/ 
DESA DAN 

KELURAHAN 

SEKSI 
LAYANAN 

PEMANFAATAN 
ARSIP 

SEKSI 
LAYANAN 

PERPUSTAKAAN 

SEKSI 
SISTEM 

INFORMASI 
KEARSIPAN DAN 
PERPUSTAKAAN 

BIDANG 
PENGELOLAAN 

ARSIP 

BIDANG 
PENGELOLAAN 
PERPUSTAKAAN 

DAN 
PENINGKATAN 
MINAT BACA 

SEKSI 
PENGELOLAAN 
ARSIP DINAMIS 

SEKSI 
AKUISISI DAN 
PENGOLAHAN 
ARSIP STATIS 

SEKSI 
PRESERVASI 

ARSIP 

SEKSI 
PENINGKATAN 
MINAT BACA 

SEKSI 
AKUISISI DAN 
PENGOLAHAN 

BAHAN 
PUSTAKA 

SEKSI 
DEPOSIT 
BAHAN 

PUSTAKA 

' PARAF KOORDINASI / 

Sekda Kab. Subang 7 

Asisten Adm. dan 

Pembinaan Aparatur 
1 

Kabag Hukum dan HAM 

Setda Kab. Subang 

Kepala Bagian Organisasi 1 

MAS ARYUMNINGSIH 



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

KABUPATEN SUBANG 

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUBANG 
NOMOR 
TANGGAL 
TENTANG 

32 TAHUN 2016 
23 NOP EMBER 2016 
SUSUNAN ORGANISASI 
PERANGKAT DAERAH 
SATUAN POLISI PAMONG 
PRAJA 

KEPALA SATUAN 

SEKRETARIAT 

SUB BAG!AN 
PERENCANAAN, 
EVALUASI DAN 

PELAPORAN 

SUB BAGIAN 
UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN 
KEUANGAN DAN 

BARANG DAERAH 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

B IDANG 
PENEGAKAN 

PERUNDANG-
UNDANGAN 

B IDANG 
KETERTIBAN 
U M U M DAN 

KETENTRAMAN 
MASYARAKAT 

SEKSI 
HUBUNGAN 

ANTAR 
LEMBAGA 

SEKSI 
PENYELIDIKAN 

DAN 
PENYIDIKAN 

SEKSI 
PENGAWASAN 

DAN 
PENINDAKAN 

SEKSI 
KEWASPADAAN 

DINI 

SEKSI 
KETERTIBAN 
UMUM DAN 

KETENTRAMAN 
MASYARAKAT 

SEKSI 
PENGENDALIAN 
DAN OPERASI 

B I DAN G 
PERLINDUNGAN 

MASYARAKAT 

B IDANG 
PEMBINAAN 

SEKSI 
DATA DAN 
INFORMASI 

SEKSI 
PEMBINAAN 

SATUAN 
PERLINDUNGAN 

MASYARAKAT 

SEKSI 
PELATIHAN 

DAN 
MOBILISASI 

SEKSI 
PEMBINAAN 

SUMBER DAYA 
APARATUR 

SEKSI 
PEMBINAAN 

DAN 
PENYULUHAN 

SEKSI 
BINA POTENSI 
MASYARAKAT 



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS PEMADAM KEBAKARAN 

DAN PENANGGULANGAN 
BENCANA KABUPATEN SUBANG 

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUBANG 
NOMOR 
TANGGAL 
TENTANG 

32 TAHUIJ 2016 
23 aOPilMBSR 2016 
SUSUNAN ORGANISASI 
PERANGKAT DAERAH 
DINAS PEMADAM 
KEBAKARAN DAN 
PENANGGULANGAN 
BENACANA 

KEPALA SATO AN 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

31 DANG 
PENCEGAHAN 

HI DANG 
PEMADAMAN 

DAN 
PENYELAMATAN 

S E K S I 
F E M B I N A A N 

D A N 
P E L A T I H A N 

S E K S I 
I N S P E K S I 
P R O T E K S I 

S E K S I 
K E R J A S A M A D A N 
P E M B E R D A Y A A L N 

M A S Y A R A K A T 

S E K S I 
P E N G E N D A L I 
O P E R A S I D A N 
K O M U N I K A S I 

S E K S I 
P E M A D A M A N 

D A N 
I N V E S T I G A S I 

S E K S I 
P E N Y E L A M A T A N 
D A N E V A K U A S I 

PARAF KOORDINASI / 

Sekda Kab. Subang 

Asisten Adm. dan 

Pembinaan Aparatur 

Kabag Hukum dan HAM 

Setda Kab. Subang 

Kepala Bagian Organisasi 

Setda Kab. Subang 

SEKRETARIAT 

S U B B A G I A N 
P E R E N C A N A A N , 
E V A L U A S I D A N 

P E L A P O R A N 

S U B B A G I A N 
U M U M D A N 

K E P E G A W A I A N 

S U B B A G I A N 
K E U A N G A N D A N 

B A R A N G D A E R A H 

BIDANG 
PENANGGULANGAN 

BENCANA 

B IDANG 
LOGISTIK DAN 

SARANA 
PRASARANA 

S E K S I 
M I T I G A S I 
B E N C A N A 

S E K S I 
T A N G G A P 
D A R U R A T 
B E N C A N A 

S E K S I 
R E K O N S T R U K S I 

D A N 
R E H A B I L I T A S I 

S E K S I 
P E R G U D A N G A N 
D A N L O G I S T I K 

S E K S I 
S A R A N A D A N 
P R A S A R A N A 

T E K N I S 

S E K S I 
P E M E L I H A R A A N , 

P E R A W A T A N 
S A R A N A D A N 
P R A S A R A N A 

r iMAS ARYUMNINGSIH 
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